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6£KOA ASISTEN I KAIW 
HUKUl\1 

p llA~UkAT DA~RAJI 
P.&t.UtA KARSA. 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa pada Dinas 
Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit 
Pelaksana Teknis; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 
optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang pelatihan 
kerja dan produktivitas tenaga kerja dan berdasarkan 
pers~juan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 
061/3 79/0TDA tanggal 9 Juni 2022 Perihal 
Reko endasi Penyesuaian Nomenklatur UPTD Pelatihan 
Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, perlu 
dilakukan peru bahan nomenklatur UPT UPTD Pelatihan 
Kerja Industri menjadi UPTD Pelatihan Kerja dan 
Produktivitas Tenaga Kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Oubemur tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknls Pelatihan Kerja dan Produktivitas 
Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat; 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang 

Pl~l{I\ I UIMN OUI 1mNtm l<ALIMANTAN BAJ AT 
N M R '/1} 'rAIIUN 2022 

TliNTAN 
~ MU~NTUI AN, U UNAN OHOANISA I, 'rUOA DAN f7UN Sf BERTA 

1 ATA l 1 JA UNIT PELAI< ANA 'r~KNI PELATIJ IAN K !JRJA DAN 
PR UKTIVITA TENAOA KERJA rr~OVINSI KALJMANTAN BARAT 
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t, Pn nl 1 nt ( ) ununn -Undung n nr N nrn R publlk 
lndon In Tnhun 194 ; 

Nomor 12 Tnhun 2011 t ntnn 
I mb ntuknn I rnturnn I rundnn -umlnn on (I mbnrnn 
N nrn R publlk lndon tn Tnhun 2011 Nomor 82, 
Tnm nhnn l mburnn N nrn R publik lndon In Nomor 
5234) bn nlmnnn t lnh dlubnh b b rapa knll dan 
t rnkhir d ngnn Undnng-Undong Nomor 13 Tnhun 2022 
tentan rubnhnn K dun Atos Undnn -Undang Nomor 
12 Tnhun 2011 l ntang Pernb ntuknn P raturan 

rundnng-undnngnn [Lembaran N gara Republlk 
lndon sin Tohun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undnng Nomor 5 Tnhun 2014 ten tang Aparatur 
Sipil N gara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomor 6780); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 157); 

. 2. 
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8~A ' KARO 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah ada1ah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksa.naan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Barat. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Barat. 
6. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat UPI' PKPTK adalah 
unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan 
dan/atau koordinasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga 
kerja. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROVINS! KALIMANTAN 
BARAT. 

Menetapkan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
n ng Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dina; dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara 
Republik fndone ia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. P ra uran Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lemba:ran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lernbaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Baral (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

10. Peraturan Gubemur Nomor 118 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata. Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 118); 
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AIIIUN I PU.ufOKAT DUIIAH KARO HKDA 

7. I pnln UPT rulnlah I paln UPT f>l(f-'l'J{ Provfn I Kallrnnnt n Dara . 
. Apm ntur lpll N po , nng lllttjutnyo df lngkat ASN adolnh pr Iesi bagi 

p wnl n u lpll <le u J>rpownl p rn lntnh dcngnn P rjanjion k rja yang 
k t n 1 ruln p m rintnh 1 1 ,vfu I Kullnu ntnn llnmt. 

. P U\\1 i Apnh tut , Ipll N B"" ynnp, lnnjutny, di bu P gaw f ASN 
nd I h 1 "' nt n t I f pll don pc awnl J> m rlntnh ti n ts n p rj njfan 

t t1 n dlnn knt ol h p nbc t J> ·rnblnn k P nwnlnn d n dl rahi uga 
d 11 m untu [nbntnn p m rlntnhnn ntau df ·rohl tugu n E')Jm J, fnny d n 
di aji 1 In , rknn p rnturnn p rundnng·umJongon. 

1 . "" ni N ri fptl ynng lnnjutnya tlf In kat PNS adalah warga n ra 
Ind n in nu m m nuhl yarnt l rt ntu, dlangkat bagal P gawai ASN 

1 \ t tap ol h p [abnt r mblnn k p awalan untuk m nduduki jabatan 
p m tint hnn. 

11. Jab t n Adrninl trn i adalah ekelompok jabatan yang berisi fungsi clan 
tu a b rkaitan dengan pelayanan publik serta administrasl pernerintahan 
dan pembangunan. 

12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

13. -Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

16. Pengakuan kompetensi kerja melalui sertifikat kompetensi yang 
dikeluarkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). 

17. Lembaga Pelatihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau 
lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan, baik milik pemerintah, 
perusahaan maupun swasta, yang wajib diakreditasi. 

18. Akreditasi sebagai penjaminan mutu Lembaga Pelatihan Kerja. 
19. Metode latihan kerja adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan 

sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana 
yang tersedia. 

20. Sertifikasi latihan kerja adalah suatu proses pemberian Sertifikat Pelatihan 
bagi seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja. 

21. Sertifikasi latihan melalui suatu pengujian didasarkan pada standar 
kualiflkasi keterampilan dan/atau jabatan pekerjaan yang berlaku. 

22. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan UPT Pelatihan Kerja dan 
Produktifitas oleh LSP P2 [Lernbaga Sertifikasi. Profesi Pengguna Kedua) 
yang dibentuk oleh UPT Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja 
Provinsi Kalimantan Barat diprioritaskan untuk skema-skema kompetensi 
unggulan Daerah yang ada, 

.... 
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SEKDA 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 

UPT PKPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dipimpin oleh 
seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung 
kepada Kepala Dinas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk UPT PKPfK Provinsi Kalimantan 

Barat. 
(2) UPT PKPTK adalah Unit Pelaksana Telmis Kelas A dengan wilayah kerja 

meliputi Wilayah Kalimantan Barat. 

23. Fasilitasi sertifikasi kompetensi adalah kegiatan layanan infonnasi, 
koordinasi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

24. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan 
kualifikasi yang telah ditetapknn oleh pengelola pelatihan sesuai dengan 
bidang tugasnya, 

25. Pejabat Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Instruktur adalah 
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan. 

26. Instruktur Industri adalah karyawan yang ditunjuk oleh Industri, memiliki 
kompetensi teknis dan metodologi sebagai instrukur (berpengalaman), yang 
bisa ditugaskan melatih jika dibutuhkan. 

27. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan 
perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan 
efisiensi, efektivitas, dan kualitas. 

28. Pemasaran pelatihan adalah kegiatan untuk memperkenalkan dan/atau 
menjual program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta 
pemberian pelayanan infonnasi pelatihan, secara oflline maupun online 
dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, memungkinkan 
berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku. 

29. Pemagangan adalah bagian dari sistem latihan kerja yang diselenggarakan 
secara terpadu antara latihan di lembaga latihan bekerja secara langsung 
di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/ atau pekerja yang 
lebih berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa 
diperusahaan dalam rangka penguasaan keterampilan dan/atau keahlian 
tertentu. 

. 5 . 
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ASISTEN I HRANOKAT DAtRAH 
RIA 

KARO SEKDA 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 
(1) Susunan Organisasi UPT PKPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat ( 1), terdiri dari : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas; dan 
d. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasarna Antar Lembaga; 

(2) Susunan Organisasi UPT PKPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 5 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PKPTK 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja UPT PKPTK; 
b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, 

monitoring dan evaluasi, aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan 
aset di lingkungan UPT PKPTK; 

c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja; 
d. pelaksanaan kegiatan telmis operasional di bidang produktivitas tenaga 

kerja; 
e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan infonnasi pasar 
kerja; 

f. pelaksanaan layanan informasi pelatihan, sertifikasi kompetensi dan 
kerjasama antar lembaga; 

g. pengendalian pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas 
tenaga kerja; 

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang 
pelatihan kerja dan prod uktivitas tenaga kerja; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga 
kerja yang diserahkan oleh Kepala Dinas. 

BABIV 

TUGAS DAN FUNOSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 

fl inn I{ satu 
Tu zas don Fungsi 

Pasnl4 
UPT PKPTK m mpunyai ugas melaksan kan kegiatan teknis operasional 
dalam pelayanan dan/atau koordinasi di bidang pelatihan kerja dan 
produktivitas tenaga kerja sesuai ke entuan peraturan perundang-undangan. 

• 6 . 
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SERDA PERANCKAT DURAH 
PEP tAKARSA 

KARO 
HUKUM 

/\SISTEN I 

Pasal 10 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT PKPTK; 
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di 

lingkungan UPT PKPTK; 
c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT PKPTK; 
d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT PKPTK; 
e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT PKPTK; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala 

UPT. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 9 
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan 
administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di 
lingkungan UPT PKPTK. 

Pasal 8 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT 
mempunyai fungsi : 
a. penyusunan program kerja UPT PKPTK; 
b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT PKPTK; 
c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan 

produktivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi tenaga kerja 

dan kerjasama antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPT 
PKPTK; 

f. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT 
PKPTK; 

g. pengendalian dan pengoordinasian kegiatan teknis operasional di 
lingkungan UPT PKPTK; 

h. pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT 
PKPTK;dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga 
kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Kcpala UPT 

Pasa17 
Kepala UPT s bagairnnna dlmaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah 
unsur pirnpinan yang mernpunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan UJYr Pl{PTK dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang 
pelatihan kerja dan produktivitas, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan 
kerjasama antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

. 7. 
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ASISTEN I SEK.DA 

Pasal 14 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai 
fungsi: 

a. penyusunan program kerja Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama 
Antar Lembaga; 

b. penyiapan infrastruktur sertifikasi profesi, pendirian LSP P2, tempat uji 
kompetensi dan asesor sertifikasi; 

c. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga 
kerja dan kerjasama antar Iembaga; 

d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang fasilitasi sertifikasi 
tenaga kerja dan kerjasarna antar lernbaga; 

Bagian Keenam 
Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja 

dan Kerjasama Antar Lembaga 

Pasal 13 
Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1} huruf d, mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan teknis operasional di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan 
kerjasarna antar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi 
Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 
b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja; 
c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja; 
d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 
e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga 

kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT. 

Bngian Kelima 
Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

P sal 11 
Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas seb gairnana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat ( 1) huruf c, mernpunyai tugas rnelaksanakan kegiatan teknis operasional 
di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sesuai ketentuan 
P raturan perundang-undangan. 
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ASlSTEN I SEKDA 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 16 
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur dari Pegawai ASN 

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT PKPTK memperhatikan 
syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT PKPTK disusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 15 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

e. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Kerjasama 
Antar Lembaga; 

f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas 
dan fungsi di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan kerjasama antar 
lembaga; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi sertifikasi tenaga kerja dan 
kerjasama antar lembaga yang diserahkan oleh Kepa1a UPT. 
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SEKDA KARO PERANGKAT DAERAH 

.. .-----------.-------------~--r-----~--,r-------,' 

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 
b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal 19 

Pasal 18 
( 1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara 

periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas 
maupun kepada perangkat daerah terkait. 

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas 
secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait. 

(3) Setiap pegawai di lingkungan UPT PKPTK wajib mematuhi kebijakan yang 
telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara 
periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam 
memberikan petunjuk teknis kepada bawahan. 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

BAB VI 

TATA KERJA DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Tata Kerja 

Pasal 17 
(1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, 

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada 
bawahannya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat 
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik di lingkungan UPT PKPTK maupun antar Instansi lain 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di 
lingkungan UPT PKPTK dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR q_g 

Diundangkan di 
pada tanggal i r O~(f 'l-O~Q... 

l~EKRETARIS DAERAH 
V'RO,INSI KALIMANTAN BARAT, 

Oti\~ 
, 

HARISSON 

Ditetapkan di 
pada tanggal ir t')~cf ~?lL 

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,( 

Pasal 21 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat. 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Kepala UPT wajib mernbcrikan dul<ungan dan kerja sama yang baik dalam 
kegiatan pemantauan dnn evalua i serta fasilitasi penataan kelembagaan dan 
analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas 
kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di 
bidang organisasi, 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
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